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Book Reaiew

Islam dalam Oposisi Demokratis di Indonesia

Unders Uhlin, DemocrarT and Dffision: Transnational Lesson
Drauing among Indonesian Pro-DemocrarT Actors, Lund Political
Studies 87, Departement of Political Science, Lund Universiry,

Sweden, 7995, xii + 250.

Abstract: This study is a case study of the transnationa/ transmission
and spread of democratic ideas among some proponents of democratiza-
tion in Indonesia. Tbis book dttempts to understand the impact of the
transnational spread of democratic ideas in Indonesia uhich has a par-
ticular domestic political environment. vlith this aim in mind, ublin
discusses some neu developments in Indonesian domestic politics, includ-
ing _changes in the class structure, the development of lapiatbm, and
conflicts among the political elite. All these far/ort ore ioniidered impor-
unt in tbe democratization process.

.One .of the main bypotheses of the duthor is that, by and large, the
political situation of Indonesiain the 1980s and earQ tggos is in thi phase
of'fre+ry11it1on", not yet in the phase of transition. Even thougb this
phase is full of "political enigma", it is ciucial because some demicratic
ahernatives are beingformulated. During this sage foreign influence is
equ4lly.impoltant, because both leaders of the oppisition ind ihe regime
are lookingfor neut tartics to change tbe status-quo.

. Ubljn dttempts to trace the developments-of democratic discourse
throtgh tbe spread of transnational democratic ideak among some lead-
ing "pro-democratic" proponents in Indonesia. He draus on-eight demo-
cratic discourses duringtbe pre-transition stage: Marxism, leftist-populism,
social-democrary, liberal-democra.qt, conseroatiae-demociary, fe*init*,
and Islamic democracy. The last discourse consists of three aariants: mod-
ernism, ne o -mo dernism, an d tran sformism

Is.lamic democraq is chararterized by tuo important elements: the
Muslim majoriry and ijrihid-neu religious, sociil, legal, and political
reformuktiorl, B,ased on the principle of $ih d,Islamic demociary sup-
ports the esublisbment of Majlis Shiri, the Islamic Represenutive'Body.
Tltis discourse drgues that Majlis Sh0rx is one of the most important insii-
tutions in klamic democracy. The democratization proces{is canied out
in both th_e uppn and louer echelons of the society in- line wirh rhe injunc-
tions of the Qur'iln.
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184 Boole Reoim

The main drgument of Islamic modernism is that Muslim soci1ry must

haoe a strongpiltar in th-e political realm. This variant suryo1ts .the.estab'
lisbment of dimocrd.cy in accordance uith \Vestern models,uhile the neo-

rnodernisi tariant blelieves that hlamic values are in line with demo'

cratic ideals. The proponents of this oariant, houever, mdintain tltat Is-

lam should not b; rco politically oriented. The last variant, transformist
Islam, mainly suppoited by Muslim students, and NGO actiaists, bas

adopted liberal viiws on so,cial and economic transformation' Thqt are,

for instance, influenced by the liberation theology of Latin America,
'Western radical ideas and Islamic political ideas such ds those derteloped

in lran.
Ublin belieoes that all three variants of the Islamic group are present

in the rernaining seven discourses. He notes that the Islamic modernist
and neo-modernist aariants tend to support the conservative and moder-

ate discourses, uthile the transformist variant it ortrn in coalition vith
tbe radical discourse. It is sad, houezter, that Uhlin does not explicate v;lry

such a distribution amongthe Islamic group takes plare. Instead, he seems

to be more interested in presentingthe Islamic group simply to shou that,

in addition to the existence of the "conrtentional" dcmocracy originating

from the Vest, there also exists an "inconventional" democraqt which has

its roots in Islamic ideas and aalueg
Nor Uhlin expldins adequately the real position of the Islamic demo-

cratic group in the Islamic political discourse as a uhole in Indonesia,
Th:erefore, he gioes no proper dssessment of other Islamic "odriants" such

as the traditionalist and "fundamentalist". Wile the fan is that the latter
oariant plays an increasihgly important role in the strugle of Islam and
politics. Fufthrmore, this group is uery outspokm in criticizingauthocadtic
regimes. By neglecting the fundamentzlist variant, it appears that Uhlin
wishes to pullthe Islamic democratic discourse into theframeuork of "con'

oentional" W'estern democraqt.
Lottly, Uhlin pays less attention to the rise and deaelopment of a neu

configuration in the relations betueen political Islam and the New Order
gonernment in the 1990s. Undoubtedly this relatiaely neu deaelopment
is crucial for assessing as to uhich degree tbe Iskmic democratic variant
oryoses the government. Obseruing the recent phenomenon of political
Islam, as clearly represented by the Association of Indonesian Muslim In-
tellectuak (lCMr, Islam is again being pulled into the uhirlpoal of con'

flicts among the ruling elites. Vith the ICMI, Islam appears to hat;e suc-

cumbed to the elites' interests precisely at the time uhen thq are fadng
some crisis of legitimary, The Islamic elites could, of course, take this
opportuniry rc esublish afirmer integration between Islam and the state.

This, houever, involves no small risks.
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alam kepustakaan mutakhir mengenai demokrasi, ada

kecenderungan untuk melihat gejala demokratisasi dalam
kaitannya dengan transisi rezim-rezim politik. Reversi dari

otoritarianisme ke bentuk-bentuk pemerintahan yang demokratis
menjadi tema sentral studi-studi itu. Serial Transisi Menuju Demokrasi-

nya O'Donnell Ec Schmitter (1986); demikian juga studi-studi yang
dilakukan Rustow (1990) dan Lawson (1993), selain oleh lembaga

semacam National Endowment for Democracy (i'{ED), membuktikan
berkembangnya perspektif yang melihat demokratisasi sebagai transisi
rezim itu.

Munculnya "teori-teori transisi" itu memang merupakan respons

terhadap t erjadinya apa y^ngdisebut Huntington sebagai "gelombang
ketiga" demokratisasi dunia. Gelombang yang melanda Eropa Selatan

(l970an),Amerika Latin, Asia dan Afrika (1980an), serta Eropa Timur
(akhir 1980an) hingga menjebol tembok Berlin (1989) dan
meruntuhkan Uni Soviet (199t), itu memang menjadi gejala politik
yang sering diru.iuk sebagai menguatnya konsolidasi demokrasi pada

tingkat global yang telah menyebabkan rezim-rezim otoritarian
mengalami keruntuhan dan digantikan oleh pemerintahan yang lebih
demokratis.

Tetapi berbeda dari yang dihipotesakan oleh teori-teori
sebelumnya, khususnya teori-teori radikal, teori-teori transisi melihat
transformasi rezim-rezim itu sebagai proses yang sama sekali tidak
berhubungan dengan faktor-faktor sosial-struktural di luarnya.
Pergantian rezim dalam pola "gelombang ketiga" yang terjadi
belakangan ini, menurut mereka dibentuk oleh dinamika yang sama

sekali terpisah dari yang membentuk dinamika sosial, ekonomi,
maupun budaya. Mereka bahkan melihat bahwa transformasi rezim
otoritarian bisa dilakukan dari dalam tanpa melibatkan aktor-aktor
dan kekuatan-kekuatan di luar rezim. Mereka percaya bahwa
perubahan politik bisa diisolasi pada tingkat rezim tanpa harus
mengaitkannya dengan perubahan struktur sosial dan ekonomi.

Penyederhaan untuk melihat proses demokratisasi sekadar sebagai

transisi rezim, jelas mengundang tanggapan yang bertubi+ubi.
"Penemuan" teori-teori transisi bahkan banyak dianggap sebagai

hanya menjelaskan bagian kecil dari proyek demokratisasi yang
sesungguhnya. Kritik yang datang dari para teoritikus radikal
misalnya, melihat transisi demokrasi yang dibayangkan teori-teori
transisi itu sebagai sekadar pergantian kekuasaan elite. Bagi mereka
transisi itu tetap tidak mampu mengubah sistem kekuasaan sosial yang
ada; karena pergantian rezim itu hanya berfungsi untuk

Strdia klamiba, VoL 2, No, 4, 1995
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menanggulangi perpecahan internal di kalangan elite. Transisi ke arah
demokrasi, bagi mereka, harus dipersiapkan untuk menghilangkan
struktur-struktur otoritarian yang melekat pada sistem sosial dan
ekonomi, dan bukan hanya pada pergantian rezim. Konsolidasi
demokrasi merupakan agenda yang jauh lebih besar ketimbang
sekadar urusan menumbangkan kediktatoran.

Pandangan seperti ini pula yang diadopsi sebagai tema kritik dari
kubu kanan terhadap teori-teori transisi itu. Bagi mereka problem
utama konsolidasi demokrasi adalah bagaimana minanggulangi berba-
gai hambatan yang merentang dari masalah lemahnya partai-partai
politik hingga kemungkinan terjadinya konflik-konflik etnis. Di
samping itu bagaimana membangun basis sosial bagi sistem demokra-
si yang baru dalam situasi absennya ciaic-participation, merupakan
agenda abadi yang selalu akan dihadapi bahkan meskipun transisi
rezim sudah terjadi. Ini karena demokrasi selalu memiliki dilema
dalam situasi politik yang bersifat transisional: dilema antara anarki
dan oligarki. Alhasil, menurut mereka masalah transisi menuju
demokrasi merupakan masalah yang lebih menyangkut nasib dan masa

depan demokrasi itu sendiri.

Tahap Pra-Transisi
Terbitnya buku Anders Uhlin yang semula merupakan

disertasinya di Universitas Lund, Swedia, ini dilatarbelakangi oleh
riuhnya suasana kritik terhadap teori-teori transisi itu. Uhlin sendiri
menganggap bahwa teori-teori transisi mengidap bias terhadap
pandangan seolah-olah demokrasi hanya relevan dalam lingkungan
politik saja, dan karena itu demokratisasi selalu mengimplikasikan
perlunya transformasi rezim. Masalah yang lebih luas menyangkut
demokratisasi cioil-society, yang sering tidak mengimplikasikan transisi
rezim, cenderung diabaikan oleh teori-teori transisi. Karena itulah
menurutnya, transisi menuju demokrasi harus dianalisis dalam
hubungannya dengan perkembangan yang lebih luas di dalam
masyarakat (hh. 2l-22).

Sebagai studi kasus mengenai penyebaran transnasional gagasan

demokrasi di kalangan aktor-aktor pro-demokrasi di Indonesia, buku
ini pertama-tama memang berpretensi untuk memahami efek
penyebaran transnasional gagasan demokrasi dalam gerakan-gerakan
demokratisasi di Indonesia yang dibatasi oleh lingkungan politik
domestik yang khusus. Dengan titik tolak ini Uhlin kemudian
meletakkan proses transisi demokrasi dalam konteks struktural politik

Studia klamika, Vol. 2, No. 4, 1995
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domestik yang lebih luas yang terjadi di Indonesia. Gejala-gejala
mengenai perubahan struktur kelas dan perkembangan kapitalisme,

serta munculnya konteks internasional yang baru, di samPing
terjadinya konflik-konflik elite dan delegitimasi rezim, menjadi faktor-
faktor yang dianggap signifikan mempengaruhi prospek
demokratisasi.

Uhlin melihat, 
^pay^ngdibayangkan 

sebagai tahap transisi menuju

demokrasi sebenarnya belum dimulai di Indonesia. Dengan merujuk
pada definisi O'Donnell & Schmitter mengenai tahap transisi sebagai

tahap ketika rezim otoritarian "mulai mengubah kebijakannya ke

arah yang lebih menjamin hak-hak individu dan kelompok", apa yang

terjadi di Indonesia dewasa ini belum bisa dikatakan telah memasuki
tahap transisi. Secara umum, menurutnya, situasi politik Indonesia
pada periode 1980an dan awal t990an baru memasuki tahap pra-

transisi. Fase ini ditandai dengan situasi tarik-ulur anrara kebebasan

terbatas dan represi. Dalam pengamatan Uhlin:

"Derajad tertentu pluralisme politih ditolerir untuk dipublihasikan, beberapa

bentuk pernbanghangan terbuka (misalnya demonstrasi'demonstrasi mahasisua)

dibiarkan, dan beberapa orang tahanan politik dibebaskan. Tetapi undang'
undang anti-suboersi, undang-undang perburuban dan undang'undanS pers lang
mengekang kebebasan masib dipertahankan, sementara badan-badan semt-

intelijen teras dibiarkan rnernata-mat ai masyarahat" ft ,23).

Menurut Uhlin, meskipun fase pra-transisi mengandung penuh
teka-teki politik dan tidak mesti akan berkembang ke fase transisi,
tetapi fase ini justru sangat penting karena pada tahap inilah "alternatif-
alternatif demokratis terhadap rezimotoritarian sedang dirumuskan,
sementara strategi dan taktik untuk mencapai demokratisasi sedang

dipilih". Pada tahap ini pula pengaruh-pengaruh asing menjadi sangat

penting, karena "elite-elite oposisional dan diktatorial sedang sama-

sama mencari taktik+aktik baru untuk mengubah status-quo".
Singkatnya, situasi Indonesia pada periode 1980an dan awal 1990an

menjadi sangat menarik minat karena, "kita tidak tahu apakah
perkembangan-perkembangan yang terj adi dewasa ini akan menghasil-

kan terciptanya demokratisasi yang sesungguhnya 
^tau 

justru
dilanjutkannya otoritarianisme". Teka+eki inilah yang belum banyak
dikenal polanya dan masih sedikit sekali mendapat perhatian dalam
riset-riset demokrasi. Karena itulah ia melihat penjelasan mengenai

Indonesia pada tahap ini bisa memberikan sumbangan untuk merevisi
atau memperbaiki teori-teori transisi.

Stcdia klamiha, VoL 2, No. 4, 1995
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Riset tentang Oposisi dan'W'acana Demokrasi
Fokus studi Uhlin untuk melihat berkembangnya penyebaran

gagasan-gagasan demokrasi dan demokratisasi memang sebuah
kawasan baru dalam riset-riset demokrasi di Indonesia. Sejauh ini studi-
studi dalam paradigma teori transisi cenderung lebih memusatkan
perhatian pada "elite" ketimbang "grassroot"; lebih pada para reformis
di lingkungan pemimpin otoritarian ketimbang pada kelompok-
kelompok oposisi. Studi Uhlin ini membuka dataran baru untuk juga
melihat apayangterjadi di lingkungan oposisi, bukan saja mencakup
kalangan pembangkang elite dan kalangan intelektual, tetapi juga di
kalangan "grassroot", khususnya mereka yang terlibat dalam gerakan-
gerakan sosial: aktifis LSM yang bergerak untuk advokasi buruh dan
petani, gerakan-gerakan mahasiswa, aktifis perempuan, kalangan Is-
lam "pinggiran", wartawan, dan sebagainya. Dari rangkaian
wawancara yang menjadi basis data studi ini, kita bisa menyimpulkan
inilah sebuah riset ekstensif mengenai kalangan oposisi kontemporer
di Indonesia.

Uhlin mengakui bahwa pembatasan wilayah risetnya pada
kalangan oposisi ini merupakan akibat logis dari pilihan temanya,
yakni tentang gagasan demokrasi di kalangan aktor-aktor pro-
demokrasi. Tampak bahwa pembatasan ini dimaksudkan untuk
memberi perhatian lebih besar pada aktor-aktor politik di luar-negara.
Ia mengakui bahwa di kalangan rezim pun sebenarnya terdapat aktor-
aktor "garis-lunak", kelompok reformis yang menjadi agen
demokratisasi-rezim-dari-dalam. Tetapi mereka dikecualikan dalam
analisa, bukan saja karena pertimbangan praktis (h.56), tetapi juga
karena peranan seperti yang mereka pilih itu sudah cukup banyak
diamati dalam "teori-teori transisi" (h.26).

Apakah barisan oposisi demokratis yang menjadi objek studi Uhlin
ini hanya bertindak sebagai agen dari penyebaran transnasional
gagasan-gagasan demokrasi? Pertanyaan ini menarik diajukan dalam
hubungannya dengan penjelasan Uhlin sendiri mengenai konsep
'difusi demokratis". Dengan menggunakan konsep itu, Uhlin menga-
kui sedang menanggung risiko untuk ditempatkan dalam paradigma
teori modernisasi.

Studi mengenai penyebaran demokrasi di Dunia Ketiga selama ini
masih dibayang-bayangi anggapan tentang penyebaran modernisasi
ke negara-negara terbelakang. Gagasan tentang demokrasi dianggap
sebagai penemuan Eropa yang perlu disebarkan untuk pembaruan
prinsip-prinsip istitusional dan politik di negara-negara lain yang masih
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terbelakang sebagai prasyarat untuk kemajuan. Asumsi dari perspektif
modernisasi ini jelas bersifat etnosentris dan menganggap penyebaran
gagasan demokrasi sebagai transmisi mekanis dari satu kebudayaan
ke kebudayaan lain tanpa proses seleksi dan adaptasi.

Berbeda dengan perspektif modernisasi ini, studi Uhlin memperlak-
ukan gagasan modernisasi dalam definisinya yang non-etnosentris dan
terbuka terhadap berbagai interpretasi. Itu sebabnya, sumber gagasan

demokrasi bukan saja dari Barat, tetapi juga membuka kemungkinan
dari khazanah kebudayaan lain, seperti Islam. Selain itu, alih-alih
melihat proses penyebaran demokrasi sebagai transmisi mekanis,
Uhlin melihat adanya proses dialektis pada penyebaran gagasan
tersebut. Yakni dengan melihat pilihan dan keputusan oleh aktor-
aktor pro-demokrasi di Indonesia - untuk menerima berbagai gagasan

asing (bukan hanya dari Barat), atau mengadaptasi berbagai unsurnya,
atau menolaknya sama sekali - sebagai tindakan-tindakan yang absah.

Dengan perspektif semacam ini Uhlin akhirnya melihat proses
penyebaran gagasan demokrasi di Indonesia sebagai proses pluralisasi
wacana demokrasi. Inilah proses ketika penyebaran gagasan demokrasi
bukan saja dihadapkan pada wacana-wacana lain, tetapi juga ketika
gagasan-gagasan tersebut harus mengalami kontekstualisasi. Tampak
bahwa empati Uhlin terhadap berbagai jenis demokrasi yang
berkembang di Indonesia - termasuk demokrasi Islam - telah
menghindarkannya dari bias untuk melihat proses demokratisasi
semata-mata dari perspektif Barat. Dengan kata lain, Uhlin menolak
gagasan tentang adanya model tunggal dalam gagasan tentang
demokrasi dan demokratisasi.

Dengan sikap keilmuan seperti inilah Uhlin mencoba melihat ber-
kembangnya berbagai wacana demokrasi melalui penyebaran transna-
sionalnya di kalangan aktor-aktor pro-demokrasi di Indonesia. Dari
pengamatan nya, ii membagi tujuh wacana yang sejauh ini sudah
berkembang di Indonesia selama masa pra-transisi. Ketujuh wacana
itu adalah Marxisme, Populisme-Kiri, Demokrasi Sosial, Demokrasi
Liberal, Demokrasi Konservatii Feminisme, dan Demokrasi klam.
Pada wacanayangterakhir, Demokrasi Islam, Uhlin melihat adanya
tiga varian penting: Modernisme, Neo-Modernisme dan Transfor-
misme. Berikut ini adalah elaborasi singkat masing-masing wacana:
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Diskursus Aktor Sumber MasaGagasan

Marxisme sejak akhir
1980an

Kelompok- demokrasi
kelompok dlm liberal layak

gerakan Mhs didukung

Filipina

Populisme
Kin

sebagian "Kekuasaan Rakyat" Filipina,
besar gerakan Perubahan adalah Korea Selatan

prodemokrasi keniscayaan Eropa Timur

sejak

1986

Detnokrast

Sosial

gagasan rcntang

"Negara Kesejah-

teraan"

Eropa sejak 1970an

Baratdaya (juga pra-ke-

merdekaan)

LSM

Liberalisrne L$\4,parapem- Hak-hak individu
bangkang elite

Barat akhir abad

ke19, inten-

sif sejak 1989

Konseroatbrne pua pembang- Kapi 'lisme dan Barat sejak 1960an

kang elirc stabilius sosial

Feminisme aktifis perem- Persamaan gender

puan d:n kala-

ngan mahasiswa

Barat, Asia sejak 1970

selatan dan naikdaun se-

tenggara jak akh; 1980

Modemisrne

kkm
LSM

beberapakala- Islam-politik
ngarr di ICMI, yang mendukung

demokrasi

Barat, seiak akhir
Dunia Islarn abad Le-19

Neo-rnodcmis- beberapa kala- Nilai-nilai Barat,

rne Islzrn ngan cendekia- Islam yang men- Dunia Islam

wan Muslim dukung demokrasi

sejak

l971-an

Transfomisrne sebagian cen-

khm dekiawan Mus-
lim, aktilis
mahasiswa dan

gagasan rcntang

uansformasi
sosial dan

ekooomi

Barat, seiak

Dunia Islam, 1980-an

Amerika Latin

Menyangkut tema demokratisasi dari ketujuh wacana di atas, sedi-

kit penjelasan berikut ini bisa memberi gambaran tentang visi
ideologis, strategi, dan agenda politik masing-masing:

Marxis
'Wacana ini mensyaratkan adanya perekonomian sosialis untuk

tegaknya sistem demokrasi.Itu sebabnyawilayah isunya bukan hanya
menyangkut sistem politik, tetapi meluas ke sistem ekonomi. Mereka
menginginkan bentuk demokrasi partisipasitoris, sementara strategi
demokratisasinva adalah dari bawah. Isi wacana demokrasi Marxis
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terutama menyangkut kebijakan-kebijakan yang bersifat
emansipatoris. Pada tingkat taktis mereka berusaha meciPtakan aliansi

dengan kekuatan-kekuatan borjuasi demokratis.

Populisme Kiri
Persyaratan untuk demokrasi populis-kiri adalah persamaan sosial

dan ekonomi. Seperti wacana Marxis, isunya bukan hanya politik
tetapi juga ekonomi. Bentuk demokrasi dan demokratisasinya sama

dengan Marxis; bedanya wacana ini mentolerir partisipasi elite. kinya
menyangkut " kep entin gan r akyat" .

Dernokrasi Sosial

Sama dengan wacana populis, Demokrasi Sosial mensyaratkan

perlunya persamaan sosial-ekonomi, sehingga isunya meluas ke sistem

sosial dan ekonomi - bukan hanya politik. Bentuk demokrasi dari
wacana ini adalah lembagalembaga perwakilan; sementara bentuk
demokratisasinya dari dua arah: atas dan bawah. Agenda mereka yang

terutama adalah menyangkut persoalan-persoalan redistribus'i.
Gagasan pokoknya adalah tentang "welfare-state' serta kombinasi
antara persamaan sosial dan ekonomi Pasar.

Demokrasi Liberal
Wacana ini mempersyaratkan ekonomi pasar, dan membatasi

isunya menyangkut sistem politik saja. Bentuk demokrasi dan

demokratisasinya sama dengan wacana Demokrasi Sosial, yakni
lembagaJembaga perwakilan dan partisipasi dari bawah mauPun atas.

Tidak relevan mempersoalkan agenda normatif Demokrasi Liberal,
karena mereka bisa menerima nilai-nil ai apa saja' Meskipun banyak

aktor gerakan pro-demokrasi masih menolak dilabel sebagai liberal,
namun diskursus ini banyak ditemukan di kalangan berbagai aktifis
LSM dan para pembangkang elite, serta sebagian aktifis mahasiswa.

Secara potensial juga muncul dukungan lebih kuat pada gagasan-

gagasan liberal di kalangan sebagian kelas menengah, khususnya di
kalangan wartawan dan kaum cendekiawan.

Konsmtatisme
Yang dipersyaratkan oleh wacana konservatif adalah adanyaketer-

tiban sosial. Isunya terbatas pada sistem politik. Mereka menginginkan

bentuk demokrasi perwakilan dan melihat demokratisasi dari atas

sebagai yang paling mungkin. Kandungan wacana demokrasi
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konservatif bisa macam-macam, bisa menampung nilai-nilai apapun.
'Wacana ini lazim ditemukan di kalangan pembangkang elire dan juga
sebagian besar kelas menengah, termasuk kelas pengusaha indepen-
den, dan bahkan juga di kalangan aktor-aktor garis-lunak di
lingkungan rezim. Mereka sangar terobsesi oleh gagasan rentang
kapitalisme dan stabilitas sosial.

Feminisme
'Wacana ini mengkondisikan perlunya persamaan gender. Karena

itu isu yang diperjuangkan meliputi semua wilayah, rermasuk
keluarga. Bentuk demokrasi dan demokratisasinya adalah partisipasi
dari bawah. Agenda yang diperjuangkan wacana demokrasi ini adalah
kebijakan-kebijakan yang bersifat emansipatoris.

Demokrasi Islam
Dua persyaratan diperlukan dalam wacana ini, yakni adanya

mayoritas Muslim dan ijtihad. Syarat kedua menjadi penring karena
wacana hlam mempersoalkan semua wilayah isu, bukan saja politik
dan ekonomi, tetapi keseluruhan lingkungan publik. Majelis Syura
adalah salah satu bentuk kelembagaan demokrasi Islam. Strategi
demokratisasi yang dibayangkan wacana ini adalah dari dua arah:
atas maupun bawah. Kandungan nilai wacana demokrasi Islam adalah
ketentuan-ketentuan Qur'An yang sudah bersifat pasti terutama untuk
mempertahankan keselamatan masyarakar. Masyarakat-utama (ciail-
society) menjadi obsesi utamanya.

1. Islam Modernis
Gagasan utamanya adalah bahwa umat Islam harus mempunyai

sandaran pada kekuasaan politik dan mendukung suatu bentuk
demokrasi yang sama dengan yang ada dalam model Barat.

2. Islam Neomodernis
Neomodernisme Islam mengklaim bahwa nilai-nilai Islam

menuntut demokrasi, tetapi berbeda dengan yang dikemukakan oleh
diskursus modernis, Islam tidak harus menguber kekuasaan politik.

3. Islam Transformts
Diskursus ini ditemukan di kalangan sebagian cendekiawan muda

Muslim dan berbagai kelompok gerakan mahasiswa, juga LSM.
Mereka mengadopsi gagasan-gagasan mengenai transformasi sosial dan
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ekonomi dari teologi pembebasan Amerika Latin, pemikiran radikal
Barat serta gagasan-gagasan polirik Islam dari Iran dan Dunia Muslim
lainnya. Pengaruhnya mulai muncul sejak 1980-an.

Sementara itu mengenai aktor-aktor yang mendukung berbagai
gagasan demokrasi dari berbagai diskursus di atas, Uhlin membaginya
ke dalam 8 kalangan. Mereka ini adalah (1) pembangkang dari
lingkungan elite; (2) aktifis LSM dari generasi lama yang didirikan
pada 1970-an; (3) aktifis LSM baru yang mengkhususkan diri pada
gerakan pro-demokrasi dan HAM; (a) aktifis mahasiswa; (5) aktifis
buruh dan petani; (6) aktifis perempuan; (Z) penulis dan wartawanl
serta (8) kalangan intelektual.

Berinterkasi dengan sumber-sumber asingnya, paraaktor ini men-
jadikan gagasan-gagasan rerrenru dari wacan 

^ 
yangdipilihnya sebagai

sumber untuk mengilhami pembentukan visi dan sikap sosial-politik
mereka, dan akhirnya aksi kolektif mereka sebagai gerakan sosial.
Hampir dalam sepanjang bab 6 dan 7, Uhlin mengeksplorasi secara
rinci dan luas pandangan-pandangan dari kedelapan jenis aktor pro-
demokrasi di atas mengenai proyek demokratisasi sebagai gerakan
sosial mereka.

Titik-Temu dan Titik-Pecah
Dari eksplorasi itu bisa disimpulkan bahwa agenda demokratisasi

merupakan agenda yang diterima secara luas sebagai titik-temu gerakan
sosial dan politik mereka. Meskipun setiap kelompok mempunyai
agenda spesifiknya sendiri tetapi hampir semua kalangan pro-
demokrasi mempunyai pandangan yang sama mengenai beberapa
tuiuan demokratisasi.

Pertama, mereka dipersatukan oleh pandangan mengenai perlu
ditegakkannya prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mereka yakini
sebagai bersifat universal. Kedua, penerapan rule of ku dan pemilihan
umum yang bebas dan jujur juga dipandang sebagai prinsip pokok
yang harus diperjuangkan bersama. Prinsip ini terurama mendesak
diperjuangkan dalam hubungannya dengan upayaunruk membatasi
kekuasaan negara yang sering dianggap sewenang-wenang. Ketiga,
hampir semua mereka juga sepakat pada runrutan agar kekuasaan
politik ABRI harus dibarasi; meskipun mengenai seberapa jauh
pembatasan itu mereka masih berbeda pendapat.

Selain tiga titik-temu besar yang diadopsi oleh semua kelompok
pro-demokrasi di atas, ada beberapa agenda yang juga sedang
mengalami proses penyepakatan luas di kalangan mereka. Agenda-
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agenda itu secara spesifik telah lama dikampanyekan oleh faksi-faksi

tertentu gerakan pro-demokrasi, dan kini mulai diterima sebagai

prinsip yang harus diperjuangkan bersama. Agenda-agenda itu antara

iain adalah gagasan mengenai perlu dilembagakannya oposisi sebagai

alat untulr melaksanakan prinsip checks and balances;juga menyangkut

pembaruan hukum; penghargaan atas hak-hak minoritas; serta gagasan

tentang pnnslP representasl.
Kendati demikian, gerakan pro-demokrasi di Indonesia bukannya

ranpa ancaman perpecahan dari dalam. Berbagai isu, misalnya
menyangkut strategi politik demokratisasi, tujuan jangka panjang,

atau perbedaan visi ideologis, terus memb ayang-bayanei perpecahan

internal di kalangan mereka sendiri. Uhlin mencatat paling tidak lima
isu kontroversial yang selama ini menjadi titik-pecah gerakan

demokrasi di Indonesia.
Pertamaadalah isu mengenai pilihan untuk mengambil sikap kon-

frontasional atau non-konfrontasional terhadap rezim. Aktifis pro-

demokrasi di kalangan grassroot sering melontarkan kritik terhadap

kalangan pro-demokrasi dari kalangan elite, misalnya Kelompok
Petisi-50 atau bahkan Forum Demokrasi, yang dianggap hanya tenarik
untuk menciptakan situasi "lebih panas" tapi tak pernah tenarik untuk
membangun basis massa. Mereka juga dianggap hanya berkepentingan

untuk mengganti kelompok elite yang satu dengan kelompok elite

lainnya.
Meskipun Uhlin tidak memberikan catatan khusus menyangkut

kontroversi mengenai IC\[I, jelas bahwa dalam hubungannya dengan

strategi konfrontasional vs non-konfrontasional ini, ICMI menjadi

fenomena yang berada di pusat kontroversi yang ekornya masih

berkepanjangan hingga sekarang. Sebuah kajian khusus mengenai

masalih ini akan diangkat dalam suatu bab khusus di bagian terakhir
tulisan ini.

Isu kontroversial kedua yang potensial menjadi titik-pecah di
kalangan barisan pro-demokrasi adalah menyangkut sikap terhadap

hukum. Sementara banyak kalangan pro-demokrasi masih melihat
mungkinnya pembaruan hukum untuk memperbaiki kehidupan
demokrasi, kalangan lain mengambil sikap tidak percaya pada

perjuangan hukum selama struktur kekuasaan otoritarian Orde Baru

belum diubah. Karena itu kalangan terakhir ini mengambil sikap

untuk lebih dulu mempersoalkan struktur kekuasaan, dan bukannya
hukum.
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Konrroversi kuiga adalah menyangkur perbedaan di kalangan
mereka yang semula menjadi pendukung oide Baru dan kemudian
merasa dikhianati; dengan mereka yang sejak awar menenrang orde
Baru. Sosok yang bisa diidentifikasi iebagai mewakili kelJmpok
pertama misalnya adalah Adnan Bulung Nasurion dan Kelompok
Petisi-50, semenrara yang mewakili kelompok kedua adalat
kelompok-kelompok LSM radikal dan pramudya Ananta Toer.
_ uhlin mengutip seorang aktifis Infight (Indonesian Front for the
Defence of Human Righr) unruk menggambarkan bertolak-
belakangnya pandangan kedua kelompok itri

"Petisi-i7 tidak berbeda dengan orde Baru. Memang mereka berjaang untuh
melahsanahan secara honsistenjanjilanji orde Baru. Iii sangat beibedo"dengo,
posisi kami, orde baru dibang,n melalui pembunuhan massal dan pelanggaran
hak asasi manusia lang sangdt seius, Siya tidah bisa meneima'ordi"Boru-
(h.143).

Keemplt,titik-pecah lain di kalangan gerakan pro-demokrasi adalah
menyangkut isu mengenai Presiden suharto. Isuini berkaitan dengan
masalah ap^ yang sesungguhnya menjadi problem besar Indonesia,
apakah pergantian suharto arau perombakan struktural rezim orde
Baru. Banyak aktifis pro-demokrasi melihar probremnya adalah

1911a1Skut pergantian figur dan suksesi kepemimpir,.n. M.r,.rr.r,
uhlin, Marsillam Simanjuntak dari kalangan kiri jan Amien Rais
dari kubu Islam termasuk yang melihat probl.- suharto ini sebagai
problem serius.

Kendati demikian banyak juga kalangan lain yang merihat bahwa
pergantian kepemimpian puncak tidak cukup. Maialah uramanya
adalah dwi-fungsi ABRI. pandangan ini mewalili sikap faksi radikal
dari kalangan LSM. sementara kllangan lain menyebrrtkan masalah
konstitusional jauh lebih serius, karena "uuD 45 memberikan
kekuasaan yang terlalu besar kepada presiden", kara Buyung Nasu-
tion, tokoh yang mewakili faksi yang lebih moderat.

Isu kontroversial terakhir adalah menyangkut sikap terhadap
militer. Isu ini sering menjadi ajang konrrorr.^idi kalangan gerakan
pro-demokrasi ketika pembicaraan sudah menyangkut -i"hf, taktis.
Seringkali tokoh-tokoh pro-demokrasi dari rti..n konservatif, lib-
eral, kalangan demokrat sosial, dan kadangkala bahkan kelompok
gopulis kiri atau Islam, menyiapkan upayaunluk sejenis aliansi dengan
faksi-faksi rerrenru di kalangan tenraia.-sem entarairu kalangan yang
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lebih radikal menolak setiap bentuk kerjasama dengan ABRI yang

menurut mereka dianggap sebagai hambatan utama demokrasi.
Pada kontroversi mengenai isu terakhir ini, Uhlin mencatat bahwa

Forum Demokrasi pernah dituduh sebagai sedang membangun aliansi

anti-Suharto dengan kelompok-kelompok tertentu di kalangan mili-
ter. Seorang aktifis PIPHAM (Pusat Informasi dan Pendidikan Hak
Asasi Manusia) dikutip Uhlin sebagai mengatakan bahwa Marsillam
Simanjuntak dan Rahman Tolleng - dua orang pengurus Forum
Demokrasi selain Abdurrahman Wahid - telah melakukan kesalahan

besar ketika mereka bekerjasama dengan Benny Moerdani.
Kendati demikian, aliansi dengan militer ini dibela Buyung demi

suatu tujuan untuk melakukan reformasi.

"Tentara harus dilibathan dalam proses pembantan konstitusional. Seperti

di kalangan kekuatan sipil lainnya, ada potensi demokratis di hdlangdn tentara

sekudt potensi represifrrya" ft . 1 44)

Demikianlah, kelima isu-isu kontroversial ini masih terus memba-

yang-bayangi terjadinya perpecahan di kalangan gerakan pro-demok-
rasi. Sebagian perbedaan atas isu-isu itu merupakan konsekuensi wajar

dari perbedaan pilihan strategi dan bidang garap spesifik masing-

masing kelompok. Sebagian lagi memang berakar pada perbedaan

ideologis yang jauh lebih substantif. Dan ini juga merupakan
konsekuensi wajar dari sangat heterogennya peserta gerakan pro-
demokrasi dan beragamnya wacana-wacana yang berada di belakang-

nya.
Kendati demikian, titik-pecah itu tidak pernah bersifat permanen.

Gerakan pro-demokrasi sebagai suatu barisan oposisi demokratis,
selalu mempunyai kekenyalan untuk melakukan koalisi dan rekoa-
lisi. Seringkali kelompok-kelompok tertentu dalam barisan itu
mempunyai fungsi politik strategis dalam momen tertentu, sebagai-

mana kelompok-kelompok lain mempunyai fungsi politik yangsama

strategisnya pada momen lain. Uhlin melihat bahwa heterogenitas
gerakan pro-demokrasi di Indonesia sebagian muncul karena perbe-

daan strategi dan rumusan-rumusan mengenai tujuan jangka pendek'

Perbedaan strategi dan tujuan jangka pendek ini menyebabkan mereka

terpecah menjadi tiga faksi yang mengambil posisi-posisi yang berbeda

bahkan seringkali bertentangan satu sama lain menyangkut banyak
sekali isu. Kendati demikian, dengan melihat besarnyavariasi ideologis

atas posisi masing-masing, Uhlin menilai agak sulit mengharapkan
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adanya kerjasama yang permanen dalam jangka panjang. Ketiga
kelompok itu adalah:

Pertama faksi konservatif, terutama terdiri dari kalangan pem-
bangkang elite, yang menginginkan pergantian kekuasaan secara
damai dari kelompok Soeharto kepada kelompok elite lainnya.
Strategi jangka pendek ini dikombinasikan dengan penerapan yang
lebih konsekuen atas prinsip negara-hukum serta dibukanya bebera-
pa kebebasan politik.

Kelompok kedua, faksi moder at, yangterdiri dari kalangan lib eral
dan demokrat sosial dan sebagian besar aktif di LSM. Faksi ini
mempunyai tujuan yang lebih berjangka panjang untuk proyek
demokratisasi. Kendatipun mereka mengambil sikap non-
konfrontasional terhadap rezim, dan seringkali bahkan "main-mata"
dengan faksi-faksi militer tertentu, mereka mempunyai program
demokratisasi yang lebih riil dan terencana. Strateginya rerurama
adalah memperkuat masyarakat dengan membentuk lembaga-lembaga
demokrasi.

Kelompok ketiga,faksi radikal, yang terdiri dari generasi yang lebih
belakangan, dan berakar di lingkungan aktifis mahasiswa, aktifis-aktifis
buruh, petani, dan feminis. Faksi ini menginginkan perubahan sosial
dan ekonomi yang lebih struktural melalui pendekatan
konfrontasional untuk, pertama-tama, memperluas demokratisasi
politik.

Demikian gambaran Uhlin tentang terpecahnya barisan oposisi
demokratis di Indonesia menjadi tiga faksi politik. Pertanyaan yang
menarik diajukan adalah di manakah "faksi Islam" dalam konfigurasi
itu? Dalam pengamatan Uhlin, ternyata mereka muncul di setiap faksi.
Kalangan modernis dan neo-modernis cenderung mendukung gagasan-

gagasan faksi konservatif dan moderat; sementara kalangan transformis

- meskipun masih menghadapi problem "ideologis" terrenru - sering
berkoalisi dengan faksi radikal.

Apakah kenyataan mengenai terdistribusinya wacana Islam ke
dalam tiga faksi gerakan demokrasi di Indonesia ini menandakan
adanya disorientasi di dalam ap^ yang disebut "Islam-politik"? Jika
demikian, apay^ngsesungguhnya sedang terjadi di kalangan Muslim
sendiri dalam hubungannya dengan politik Orde Baru? Benarkah
mereka sedang mengalami atau melakukan "pelenturan ideologis"
dengan membagi-bagi konstituennya di berbagailapisan? Apakah tiga
wacana demokrasi Islam yang digambarkan Uhlin itu memang
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merupakan kenyataan politik yang sesungguhnya dan mencerminkan
mainstredm Islam-politik? Atau apakah gejala ini justru merupakan
bukti mengenai obskurantisme ideologis yang mungkin berakar pada

terjadinya krisis dalam teologi politik Islam?

*Demokrasi Islam' dalam'Wacana Islam-Politik
Pertanyaan-pertanyaan di atas, juga pertanyaan-pertanyaan seje-

nisnya, tentu saja tidak (akan) pernah dijawab Uhlin. Kepentingannya
untuk menampilkan wacana demokrasi Islam dalam gerakan
demokrasi di Indonesia tampaknya hanya untuk menunjukkan bahwa
di samping ada demokrasi "konvensional" yang mengambil sumber
gagasannya dari Barat, Indonesia juga mengenal adanya demokrasi
"inkonvensional" yang berbasiskan pada gagasan dan nilai-nilai Is-

lam.
Dalam hubungan ini perlulah dikemukakan sedikit catatan bahwa

sesungguhnya pemetaan yang dibuat Uhlin itu menggunakan
kerangka lama, yakni kerangka dikotomis Barat dan/atau Islam ver-
sus Nativisme. Uhlin misalnya tidak bisa menunjukkan adanya
demokrasi "inkonvensional" lainnya yang bersumber dari wacana
selain Islam, dalam hal ini misalnya dari khazanah Indonesia sendiri.
Meskipun di bagian lain dia pernah mengatakan bahwa
'otoritarianisme tidak mempunyai lebih banyak akar-budaya di In-
donesia ketimbang demokrasi; dan nilai-nilai dasar demokrasi tidak
lebih asing bagi Indonesia dibandingkan bagi negara-negara lain"
(h.208), tetapi dia tidak pernah menunjukkan - seperti yang misalnya
pernah ditunjukkan Hatta - mengenai adanya"demokrasi pribumi".

Uhlin .iustru tampak menenggelamkan khazanah nilai-nilai
demokratis lokal yang diakuinya ada itu di bawah bayang-bayang
wacana "konvensional" demokrasi Barat. Alhasil, dalam bayangan
yang ditampilkan Uhlin, Indonesia akhirnya hanya mengenal sumber-
sumber wacana demokrasi yang teraktualisasi secara politis dari
sumber-sumber Barat dan Islam saja. Dari khazanah pribumi sendiri,
Uhlin tidak berhasil menampilkannya sebagai wacana yang seaktual
dua wacana lainnya itu, karena dianggap masih merupakan potensi
laten sebagai nilai-nilai budaya belaka. Mengapa demikian, Uhlin tidak
pernah menjelaskannya.

Apa yang juga tidak dijelaskan Uhlin secara memuaskan adalah
yang berkaitan dengan wacana demokrasi Islam sendiri. Ada dua topik
yang bisa dikemukakan di sini. Putama, bagaimana sesungguhnya
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posisi wacana Islam demokratis itu di dalam wacana Islam-politik
secara keseluruhan di Indonesial Penjelasan Uhlin atas Pertanyaan
semacam ini adalah sangat samar, dan bahkan hanya ditulis sebagai

catatan-kaki untuk mengantarkan pembahasan panjang tentang
Modernisme, Neomodernisme dan Transformisme Islam:
"Tradisionalisme dan fundamentalisme seringkali tidak menampakkan
perhatian eksplisit terhadap isu-isu demokrasi, dan karena itu tidak
dibahas di sini", karanya (h.132).

Bagi saya, catatan kaki semacam ini sungguh bermasalah. Dengan
mengeksklusikan dua wacana Islam lainnya itu -khususnya funda-
mentalisme- di luar agenda-agenda politik yang diperjuangkan
wacana demokrasi Islam, Uhlin jelas telah memutus kontinum wacana
Islam-politik sebagai satu kesatuan.

Memang istilah fundamentalisme Islam juga mengandung masalah

konotatifnya sendiri. Tetapi dengan mengikuti definisi Olivier Roy
(L99+), saya ingin mengembalikan makna generiknya sebagai
"Islamisme"; dan dalam pengertian ini kemudian menyejajarkanya
(sekali lagi: menyejajarkan, dan bukan mengidentikkan) dengan
Modernisme, Neomodernisme, Transformisme, Neorevivalisme,
maupun Neofundamentalisme.

Roy mengatakan bahwa hampir semua pengikut Islamisme
kontemporer adalah "Islamis" yang melihat Islam sebagai agama dan
sekaligus ideologi politik. Roy sendiri telah mengemukakan kritik
radikal terhadap Islamisme -dan menganggap sebagian besar pro-
gram politiknya gagall- tetapi tetap mengakui pengaruhnya di kalan-
gan Muslim sebagai pembentuk utama wacana anti-Barat dan anti-
otoritarianisme. Dengan kata lain, adalah Islamisme yang menjadi
pemasok utama wacana Islam-politik.

Dengan mencerabut wacana demokrasi Islam dari sumber-sumber
ideologisnya dalam Islamisme, Uhlin tampaknya memang terjebak
untuk menarik wacana Islam-demokratis itu ke dalam wacana demok-
rasi "konvensional" Barat. Lihat saja bahwa hampir semua unsur
penting gagasan demokrasi Islam pada ketiga varian itu menjadikan
Barat sebagai sumber gagasan utamanya. Dengan demikian 

^pay^ngdibayangkannya seolah-olah Islam menyrdiakan wacana demokrasi
"inkonvensional", menjadi batal dengan sendirinya. Dalam hubungan
ini, apa bedanya antara demokrasi Islam dan demokrasi "konven-
sional" Barat? Mengapa Uhlin membedakanny^, tetapi sekaligus
memotong Islamisme sebagai sumber wacananya?
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Masalah pencerabutan wacana demokrasi Islam dari Islamisme ini
penting dikemukakan untuk melihat posisi wacana itu dalam konteks
Islam-politik di Indonesia. Pertanyaan elementer menyangkut soal

ini adalah apakah wacana demokrasi Islam itu mendapatkan legitim-
asi ideologisnya di dalam Islamisme sendiri? Mana yang lebih
merupakan drus-utdnta dalam kecenderungan Islam di Indonesia:
demokrasi, tradisionalisme, atau fundamentalisme?

Uhlin memang mengakui bahwa varian politik tertentu dari tradisi-
onalisme yang disebutnya "organized-Islam" telah memfosil menjadi
pendukung otoritarianisme Orde Baru. Tetapi fundamentalisme?
Bukankah varian Islam-politik yang terakhir ini - terlepas dari pro-
gram-program politiknya yangcenderung eksklusif -. justru menjadi
aktor siginifikan sebagai penantang rezim yang gigih? Bukankah
karena peranannya ini ia potensial menjadi rekanan gerakan anti-
otoritarianisme untuk proyek demokratisasi? Tetapi mengapa ia
diekslusikan dari barisan oposisi demokratis yang menjadikan
pandangan anti-otoritarianisme sebagai saiah satu titik-temunya di
Indonesia? Di samping itu, bukankah untuk isu-isu tertentu - terutama
yang menyangkut isu-isu moral dan politik -- sering terjadi
reapproachment antara mereka dengan semua varian demokrasi Islam?

Mana lebih sering reapproachment semacam itu terjadi antar mereka,
atau antara varian-varian demokrasi Islam dengan varian-varian pro-
demokrasi Barat?

Kealpaan Uhlin untuk mempertimbangkan kemungkinan-
kemungkinan pertanyaan semacam itu pada gilirannya menyebabkan
dia mengabaikan skenario lebih besar mengenai koalisi-koalisi
ideologis dan 'aliran" dalam gerakan demokrasi di Indonesia. Bukan
tidak mungkin pengkubu-kubuan dalam gerakan demokrasi di Indo-
nesia akan kembali mengidap logika politik aliran. Seperti terlihat
dalam sejarah politik Indonesia, kecenderungan semacam ini bersifat
permanen, dan bukan tidak mungkin manifestasi kontemporernya
akan kembali muncul di dalam barisan oposisi demokratis di Indone-
sia.

Jika skenario ini berlaku maka penghadap-hadapan antara wacana
Barat dan Islam akan menjadi penghadap-hadapan yang bersifat
abortif. Sebab harus diakui, bahwa di samping ada fundamentalisme
hlam, Indonesia juga memiliki jenis fundamentalisme anti-agama -
dan karena itu juga anti-Islam - baik yang berasal dari kiri maupun
kanan, yang tak jarang menjadikan isu demokrasi dan demokratisasi
sebagai "komoditi" ideologisnya.
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Kedua, masalah lain yang tidak cukup mendapat perhatian Uhlin
adalah yang berkaitan dengan konfigurasi hubungan-hubungan antara

Islam-politik dengan politik Orde Baru pada dekade t990an ini. Topik
ini krusial karena ia menyangkut prospek gerakan demokratisasi
sendiri sebagai gerakan oposisi, dan tempat Islam-politik di dalamnya.
Tentu saja sedikit-banyak ini berkaitan dengan isu mengenai ICMI'

Sudah menjadi lazim dalam analisis-analisis kontemporer mengenai

politik Indonesia untuk menyertakan gejala konflik yang semakin
tajam di kalangan elite sebagai refleksi dari pertikaian-pertikaian
struktural di bawahnya. Konflik-konflik itu terjadi berbarengan
dengan munculnya realitas ekonomi-politik di mana konsentrasi
kekuasaan memusat di lingkungan birokrasi tertutup berhirarki-
militer, dan mengerasnya konsentrasi ekonomi karena kolusi kapitalis

Cina dan istana. Apa yang tersisa di kalangan kelas menengah
hanyalah bocoran dari kedua jenis konsentrasi itu; sementara yang
tersisa pada golongan bawah hanyalah kekecewaan, dan - oleh karena

itu juga - kemarahan.
Adalah pada konteks ekonomi-politik seperti itu "Islam-politik"

tiba-tiba dibangkitkan kembali melalui ICMI. Tujuannya, tentu saja

jelas. Elite puncak terpaksa melakukan apa yang disebut "politik-
asuransi" untuk meriskir bahaya dari situasi konfliktual itu dengan

tanggungan Islam. Bagi Islam sendiri ini adalah ridingthe tiger. Sudah

lama Islam-politik dikucilkan dari negara. Dibukanya kesempatan

untuk masuknya kembali dipandang sebagai tibanya saat untuk
integrasi demi kepentingan yang lebih besar, meski dengan risiko
yang juga tak kalah besar. Logika dari permainan itu adalah bahwa
Islam sedang diseret pada pertikaian-pertikaian elite. Di pihak lain
Islam juga akan digunakan sebagai pemadam kebakaran di level massa.

Jika kajian Hefner (1993) benar, maka penobatan sumber sosial

baru dari kelas menengah Muslim sebagai aktor utama Islam-politik
di level negara ini, sebenarnyajugamerupakan pemakzulan terhadap
kalangan lain yangselama ini menjadi basis utama hlamisme: kalangan

fundamentalis. Ini berarti, seraya menolak fundamentalisme, Orde
Baru lebih memilih rekanan Islam-nya dari kalangan yang lebih
moderat yang berbasis di kelas menengah. Kalangan radikal, baik
yangterdapat di kubu fundamentalisme ataupun transformisme tidak
tersentuh oleh birokratisasi. Oleh karena itu apa yang dikatakan
Aswab Mahasin (1986, 1994) sebagai priyayisasi-santri, nampaknya
hanya terjadi di kalangan kelas menengah Muslim dari jenis

bildungburgertum ini. Apakah mereka mampu mempengaruhi
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terjadinya perubahan 'ekologi moral" seperti yang diinginkan
Kuntowijoyo (1989), masih merupakan tanda tanya besar.

Apa yang lebih penting adalah bahwa dengan preferensi yang diam-
bil Orde Baru ini maka wacana Islam politik yang bakal dominan
tampaknya akan datang dari jenis yang lebih elitis. Kelas menengah
bildungburgertum sendiri merupakan suatu jenis yang hampir-hampir
tak punya preseden di kalangan santri. Jenis ini sepenuhnya
merupakan produk Orde Baru. Kalangan santri lama yang berbasis
pada kapitalime merkantilis benar-benar sudah punah. Penggantinya,
kelas bildungburgertum itu - suatu kategori kelas menengah dari
khazanah Jerman pada abad ke-19 yang karena keterpelajarannya
menempati posisi di birokrasi - memang hanya bisa berpatronase
dengan birokrasi.

Patronase dengan birokrasi. Inilah isu yang memang sangar kontro-
versial di kalangan gerakan pro-demokrasi di Indonesia saat ini.
Khususnya di kalangan yang dikategorikan Uhlin sebagai "radikal",
perilaku patronase merupakan perilaku yang dikecam. Dan mereka
melihat Islam-politik seperti yang ditampilkan ICMI dengan sikap
seperti itu. Dan sebagaimana terbukti belakangan, kecaman terha-
dap ICMI ini rupanya bukan sekadar pada aspek patronase politik.
ICMI juga dianggap membawa kembali ruang-agama ke dalam arena
politik. Ini merupakan "dosa" ICMI yang jauh lebih besar di mata
hampir semua kelompok pro-demokrasi "konvensional", bukan
hanya di mata faksi radikal tetapi juga bagi faksi konservatif dan
moderat.

Tentu menarik untuk mengamati argumen yang mendasari
kecaman seperti ini. Bagi mereka, agenda demokratisasi pada dasarnya
bersifat sekuler. Arena sosial dan politik adalah arena yangseharusnya
dibebaskan dari agama. Ruang agama mempunyai tempatnya sendiri
sebagai ruang untuk transendensi spiritual. Kembalinya agama ke
domain publik hanya akan mengacaukan program-program sosial
demokratisasi karer.a agama mempunyai potensi melahirkan struktur-
struktur otoritarian di dalam masyarakat. Jadi agama tidak boleh
dicampur dengan politik. Karena itu Islamisasi politik, atau sebaliknya
politisasi Islam, merupakan gejala yang harus diwaspadai2.

Apakah kritik jenis yang terakhir ini juga dikemukakan oleh
misalnya kelompok Islam Transformis? Ini suatu perranyaan yang
manarik karena varian ini juga dikenal sebagai salah satu pengritik
ICMI. Tetapi seperti yang mereka kemukakan, kritik mereka lebih
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merupakan kritik strategis, bukannya ideologis. Bagi mereka,
kesalahan ICMI adalah kesalahan strategi klam modernis yang terlalu
terobsesi pada politik-kekuasaan. Kendati demikian mereka tidak
sependapat untuk mengesampingkan agama dari politik sebagaimana
dikemukakan kalangan sekuler. Agama, khususnya Islam, dalam
pandangan mereka justru mempunyai potensi untuk dikembangkan
sebagai wacana-tandingan dalam rangka melawan wacana politik
otoritarian yang hegemonik. Pengembangan wacana-tandingan ini
tidak mesti berlangsung melalui politik-kekuasaan seperti yang
ditempuh kalangan modernis. Sebaliknya, mereka melihat gerakan
sosial jauh lebih signifikan. Itu sebabnya, seperti yang juga dikutip
Uhlin, perhatian utama kalangan ini adalah pada isu-isu keadilan sosial.
Mereka misalnya menginginkan,

"... doktrin-doktrin agama harus diinterpretasihan hembali untuh membantu
maryarakat mengenali akar-akar sosial ketidak-adilan dan untuh melahsanahan
ahsi holehtif dalam rangka rnengubab nasyarakat" ft.140)

Jadi berbeda dengan posisi kalangan pro-demokrasi "konvensional"
yang menginginkan diterapkannya politik spasialisasi-agama
(penempatan agama pada domain personal), kelompok Transformis
justru ingin mencari legitimasi normatif agama dan menjadikannya
sebagai sumber inspirasi untuk proyek-proyek politiknya, yakni
transformasi.

Kendatipun demikian, seperti kita lihat dalam kenyataan, wacana
seperti ini masih merupakan wacana pinggiran, bahkan di kalangan
Islam sendiri. Kalaupun sebagian mereka adayang 'menyusup" ke
ICMI, jelas mereka akan mendapatkan tantangan untuk menjadikan
wacana itu seb agai mainste am, mengingat pandangann ya yangdiang-
gap terlalu "populis". Mereka juga dituduh "sekuler" di kalangan
fundamentalis dan tradisionalis, serta 'quasi-Marxis' di kalangan
Neomodernis.

Alhasil? Mereka kemudian membentuk kantong-kantong baru di
lingkungan Islam-politik - caucus-caucus "merah di lautan yang ber-
warna "hijau". Sampai sejauh ini belum diketahui seberapa luas
pengaruh mereka ini untuk membentuk arus tersendiri. Rupanya
perlu lebih banyak studi intensif tentang masalah ini. Yang jelas,

bersamaan dengan itu mereka juga membentuk berbagai koalisi di
kalangan gerakan pro-demokrasi yang sama-sama mempunyai proyek
transformasi sosial radikal. Sejauh ini tempat mereka di lingkungan
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yang terakhir itu adalah di kubu kiri: Marxis, Populis Kiri, Demokrasi
Sosial, dan sebagian kalangan Feminis: untuk meminjam kategorisasi
Uhlin.

Bahwa mereka membangun aliansi dengan kubu radikal dalam
lingkungan gerakan demokrasi "konvensional" ini, tentu bisa dilacak
alasan-alasan "ideologis" dan taktisnya - sesuatu yang sebagian sudah
dikemukakan di atas. Tetapi mengatakan bahwa ini gejala baru, tentu
saja salah, karena aliansi semacam ini sudah pernah ada dan punya
akar yang jauh dalam sejarah politik Indonesia. Aliansi semacam inilah
yang justru membentuk wacana politik anti-kolonialisme yang pal-
ing progresif dalam pergerakan nasionalisme Indonesia-di masa lalu,
terutama yang pernah termanifestasi dalam SI sebelum perpecahannya
di Semarang pada 1927.

Apakah aliansi Islam dan Marxisme yang pernah sukses
membentuk wacana anti-kolonialisme pada awal abad di Indonesia,
juga akan sukses merambah wacana anti-otoritarianisme dalam
gerakan-gerakan pro-demokrasi di Indonesia di akhir abad ini?
Mungkinkah aliansi semacam itu mampu menampung gagasan-gagasan

paling progresif untuk lahirnya wacana baru dalam gerakan politik
Indonesia di masa depan? Atau apakah dikotomi "kanan-kiri" y^ng
kini telah menjadi kosakata baku dalam wacana politik Orde Baru,
akan terus membayang-bayangi terciptanya aliansi kalangan-kalangan
progresif dari lingkungan Islam dan Marxis?

Akhirul kalam, berkenaan dengan isu mengenai prospek
demokrasi di Indonesia sekarang ini, sebagian masalahnya terletak
pada bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.
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Catatan
1. Kegagalan itu terutama menyangkut diabaikannya penataan 

(ruang 
sosial" karena

perhatiannya yang berlebihan untuk menegakkan Syari'ah tanpa perubahan
model tatanan sosial politik. Instrumen Islamisasinya juga dianggap terlalu
simplistis, yakni dari penataan kembali penaraan lembaga keluarga, langsung ke
pembentukan negara. Lihat Oliver Roy, The Failrtre of Political Islam, (Cam-
bridge: Harvard University Press, 1994).

2. Tentu saja pandangan semacam ini juga dianut oleh kalangan militer -suatu
sikap laten yang tenrs akan termanifestasi dalam kebijakan resmi mereka di masa

datang. Juga, seperti terlihat akhir-akhir ini dengan munculnya banyak organisasi
yang berbasiskan pada paham "kebangsaan" seperti PCPP, YKPK dan PNI (baru),
pandangan itu bahkan sudah dilembagakan dalam bentuk mobilisasi quasi-politik.

Kepustakaan
1. Guillermo ODonel, Philippe C. Schmitter, Laurence Whitehead (1986), Transtsi

Menulu Demokrasi, (3 Vol.) (jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1993).
2. Dankwart A. Rustow, "Democracy: A Global Revolution?", Foreign AJfairs,

Vol. 69, No. 4, 1990, p.75-91.
3. Stephanie Lawson, "Conceptual Issues in the Comparative Study of Regime

Change and Democratization", Comparative Politics, Vol.25, No. 2, 1993, p
183-205.

4 Oliver Roy, The Faillure of Political Islam (transleted by Carol Volk), Harvard
Universiry, canbridge, Massachusetssets, 1994.

5. Robert lW. Hefner, "Islam, State and Civil Society: ICMI and the Struggle for
the Indonesian Middle Class", Indonesia, 56 (October) 1993, p. 3-35.

6. Aswab Mahasin (1986), "Kelas Menengah Santri: Pandangan dari Dalam", dalam
Richard Tanter & Keneth Young(1986), Politih KelasMenengan Indonesia (akarta:
PT Pustaka LP3ES, 1993) h.15t-t59.

7. Aswab Mahasin, "Akar Sosial ICMI', Cendekia, No. I/XII, 1994, h. 16-19.
8. Kontowijoyo (1990), "Transformasi Nilai di Masa Orde Baru: Santri dalam

Pergeseran Kelas Menengah", dalam Paradigma Islam: Interpretasi untuk Ahsi
(Bandung: Mizan, 199 1), h. 37 0-37 5.

9. Richard Robinson, "Metamorposis of a Regime: Indonesia's New Order in the
1990's", Conference on Indonesian Paradigm for the Future, Asia Research Cen-
ter, Murdoch University, Australia, 1993.

AE Priyono menjdbat Kepala Riset Redaksi Harian Republika.

Studia Islamilea, Vol. 2, No. 4, 1995




